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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
P.T. POLYCHEM INDONESIA Tbk

Nomor : .29

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat belas Jﬁli dua ribu lima belas
(14-07-2015).

Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia
Barat).

Hadir di hadapan saya, Hilda Yulistiawati, Sa jana Hukum Notaris
di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi:
saksi yang nama-namanya akan disebut pada baglan akhir akta ini :

1.Tuan Gautama Hartarto, Master of Arts, dahlr di Bandung, pada
tanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima
(15-06-1965), Warga Negara Indonesua swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Tirtayasa II Nomor 18, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 002, Kelurahan Melawal Kecamatan Kebayoran
Baru, Kota Jakarta Selatani: pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3174071506650001; -dan

2.Tuan Jusup Agus Sayono, lahir di Solo, pada tanggal sembilan
Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan (09-06-1968),
Warga Negara Indonesna swasta, bertempat tinggal di Tangerang,
Jalan Palem IX Nomor 15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 019,
Kelurahan Bencongan,; Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3603280906680004 :

.....

untuk sementarar:waktu berada di Jakarta,

menurut keterqgg*an mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan
mereka berturut-turut selaku Presiden .Direktur dan Direktur
dari dan berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan yang akan disebut
di bawah ini, karenanya sah mewakili Direksi perseroan terbatas:
PT. Polychem Indonesia Tbk, berkedudukan
di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”), yang pengubahan
seluruh anggaran dasarnya yang terakhir telah diumumkan dalam
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Berita Negara Republik Indonesia tanggal tiga September dua ribu
tiga belas (03-09-2013), Nomor 71, Tambahan Nomor 87763/2013;
sedangkan akta yang memuat susunan terakhir para anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana termaktub

dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal empat belas Juli

dua ribu lima belas (14-07-2015) Nomor 28, dibuat di hadapan

saya, Notaris dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada

perubahan anggaran dasar lagi selain dari yang “tersebut di atas.
Para penghadap bertindak sebagalman‘a@te?rs‘e”’but di atas

menerangkan terlebih dahulu : N

A. Bahwa pada tanggal enam belas Juni dua r{_bu lima belas (16-06-2015),
bertempat di Jasmine Room InterCont[n“‘é“’ﬁt,g’l Jakarta MidPlaza
Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kavelmg 10-11, Jakarta, dari
pukul 14.46 WIB (empat belas lewat empat puluh enam memt
Waktu Indonesia Barat) sampalﬁdengan pukul 14.54 WIB (empat
belas lewat lima puluh empat’ rrLenlt Waktu Indonesia Barat),
Perseroan telah mengadakan Rapat’ Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (selanjutnya d:sebt{t "Rapat”).

B.Bahwa Rapat tersebut dihadiri‘oleh para pemegang saham atau
wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 2.981.290.599
(dua milyar sembllan Tatus delapan puluh satu juta dua ratus
sembilan puluh ribu Ilma ‘fatus sembilan puluh sembilan) saham
atau 76,656% (tujuh puluh enam koma enam lima enam persen)
dari seluruh sahqml ‘dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Pe{seroan yaitu sebanyak 3.889.179.559 (tiga
milyar delapan ratus”delapan puluh sembilan juta seratus tujuh
puluh sembllan ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham,
demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham
Perseroan per tanggal dua puluh dua Mei dua ribu lima belas
(22-05-2015) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas
lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).
dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 22 ayat 1
anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat tersebut
adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan
mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat.
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C.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 anggaran dasar
Perseroan, Rapat dibuka dan diketuai oleh tuan Bacelius Ruru,
Sarjana Hukum, dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris
Perseroan yang telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris
Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal sepuluh Juni-dua
ribu lima belas (10-06-2015).

D.Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat,
sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris,. tanggal enam
belas Juni dua ribu lima belas (16-06-2015);: ‘dibawah Nomor 17.

E.Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil~ keputusan untuk
mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan, untuk
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas? Jasa-Keuangan Nomor
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan‘PenyeIenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 JK.04/2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten atau“Péerusahaan Publik, keduanya
tertanggal delapan Desember dua Fibu empat belas (08-12-2014)
[selanjutnya disebut “Peraturan OJK"].

F.bahwa keputusan yang telah dnambll dalam Rapat tersebut perlu
diberitahukan kepada  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan*dldaftarkan pada instansi yang berwenang.

G.Bahwa untuk memenuhi* prosedur tersebut di atas, perlu dibuat
akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari
akta Berita Acara?‘Rapat sebagaimana tersebut di atas.
Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, para penghadap bertindak

dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan

kembali keputusa,n yang telah diambil dalam Rapat tersebut,
sebagaimana ?’Q‘q’muat dalam Berita Acara Rapat tersebut, yaitu
sebagai berikut :™¥
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat”,
memutuskan :
Menyetujui pengubahan seluruh ketentuan anggaran dasar
Perseroan, untuk disesuaikan dengan Peraturan QOJK, sehingga
untuk selanjutnya ketentuan anggaran dasar Perseroan menjadi
berbunyi sebagai berikut:
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Nama dan tempat kedudukan
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama: “P.T. Polyc hem
Indonesia Tbk" (selanjutnya cukup disingkat dengan
"Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atay kantor perwakilan,
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesm sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi. e i

Jangka waktu berdirinya pé"‘w'seroan
Pasal2 '

Perseroan didirikan untuk Jangka waktu tldak terbatas, terhitung
sejak tanggal dua puluh satu Februari® sqrnbu sembilan ratus delapan
puluh tujuh (21-02-1987).

Maksud dan tu;uan serta' kegiatan usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam
bidang perindustrian, perdagangan pengangkutan dan jasa.

2. Untuk mencapai maksudr.dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

A.Kegiatan Usaha *Ufiamag Perseroan, yaitu menjalankan usaha
dalam bidang mdusfrl pada umumnya, termasuk tetapi tidak
terbatas pada. iindusti pemintalan benang, kain ban, kimia dasar
organik yang‘smenghasnkan bahan kimia khusus, kimia dasar
organik Iaunﬁ’%&,damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku
plastik, serat/Benang/strip filamen buatan, serat stapel buatan,
:qmla dasar anorganik gas industri serta pembangkit tenaga
istrik.

B.Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan, vyaitu :

a. menjalankan usaha perdagangan dari barang-barang hasil industri
tersebut dalam butir A di atas, termasuk perdagangan impor,
ekspor, interinsuler, baik untuk perhitungan sendiri maupun
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untuk perhitungan orang lain atas dasar komisi atau amanat
serta bertindak sebagai pemasok, grosir, leveransir, distributor,
peragenan, perwakilan dari perusahaan dan atau badan hukum
lain dari dalam maupun dari luar negeri.

b. menyelenggarakan usaha pengangkutan (transportasi dan
ekspedisi) barang-barang hasil industri tersebut dalam butir A
di atas, baik angkutan darat dengan menggunakan bus dan
truk maupun angkutan air di sungai dan ata‘u di laut; dan

c. menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultass b”idang industri.

Modal
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 4 250 000.000.000,-
(empat trilyun dua ratus lima puluh. mllyar Rupiah) terbagi atas
8.500.000.000 (delapan milyar lima ratus juta) saham, masing-
masing saham bernilai nominal Rp: 500,- (lima ratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
sebanyak 45,75% (empat puluh: lima koma tujuh lima persen) atau
sejumliah 3.889.179.559 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh
sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima
puluh sembilan) saham-dengan” nilai nominal seluruhnya-sebesar
Rp. 1.944.589.779.500,- (satu trilyun sembilan ratus empat puluh
empat milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus
tujuh puluh sembﬂan ribyylima ratus Rupiah) oleh para pemegang
saham yang telah mengambil bagian saham.

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh
Direksi menunubkeperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan
harga serta pei’syaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut
"RUPS”), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia,
asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah ‘pari.

4. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran saham, atau
efek yang dapat ditukar dengan saham, atau efek yang mengandung
hak untuk memperoleh saham (selanjutnya disebut “Efek Bersifat

7

e LSS BT



731L ~ PERSEROAN TERBATAS

Ekuitas”) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut
wajib dilakukan dengan memberikan hak untuk membeli terlebih
dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut
"Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") kepada
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam Jumlah yang sebanding
dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam" D.gftar Pemegang
Saham Perseroan atas nama pemegang sahammé&i’f‘ug-masmg pada
tanggal tersebut.

HMETD tersebut dapat dialihkan dan dlperdagangkan dengan
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar damperaturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal di Indones:a

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dlkeluarkan oleh Perseroan dan
tidak diambil oleh pemegang HMET ,}harus dialokasikan kepada
semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas
yang dipesan melebihi jumlah;:Efek Bersifat Ekuitas yang akan
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas™ 'ang tidak diambil tersebut wajib
dlalokasukan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan
oleh masing-masing pemggang saham yang memesan Efek Bersifat
Ekuitas, demikian dengan meng!ndahkan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Apabila setelah a?okaslxtersebut masih terdapat sisa Efek Bersifat
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, maka
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Eku:tas wajib
dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli
siaga dengan harga,yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan
persyaratan yang dltetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran
Efek Bersifat Ekuitas tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal di Indonesia.

5. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas kepada karyawan Perseroan,
pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi
saham, waran dan atau efek lainnya yang sejenis dengan itu dan
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pengeluaran saham yang dilakukan dalam rangka reorganisasi dan
atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dapat dilakukan
Perseroan tanpa memberi HMETD kepada para pemegang saham
yang ada pada saat itu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan
yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan
kepada pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek
yang mengandung hak untuk memperoleh sah%“r’“ﬁ?&*d'apat dilakukan
oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah
menyetujui pengeluaran efek tersebut.

7. Penambahan modal disetor menjadl efektlf*setelah terjadinya
penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyan hak-hak yang
sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang
diterbitkan oleh Perseroan, dengan ;u;qk mengurangi kewajiban
Perseroan untuk mengurus pembeﬂtahuan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penambahan modal. dasar perseroan

P‘,‘asaI‘IS

7

1. Penambahan modal” gr" Perseroan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS:

2. Penambahanwmodal dasar yang mengaklbatkan modal
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang memenuhi

persyaratan s berikut :

a. telah mem ﬁw persetujuan RUPS untuk menambah modal
dasar; .

b. telah memperoleh persetujuan Menterl Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia;

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi
sedikitnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib
dilakukan dalam jangka waktu selambatnya 6 (enam) bulan
setelah diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
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Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir b
di atas;
d.dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud
dalam butir ¢ di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan
harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal
dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1
dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahup 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua)
bulan setelah jangka waktu dalam butir ¢ dl‘%‘t‘asf’%ak terpenuhi;
€. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam.butlr a di atas
termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar
sebagaimana dimaksud dalam butir d* d’uatas
3. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka ‘penambahan modal
dasar menJadn efektif setelah ter]admya penyetoran modal yang
(dua puluh lima persen) dari modal“"’das%r ‘dan mempunyai hak-hak
yang sama dengan saham lainpya yang ~diterbitkan oleh Perseroan,
dengan tidak mengurangi kewajlban ‘Perseroan untuk mengurus
persetujuan perubahan Anggaran :Pasar dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republlk IndoneS|a atas pelaksanaan penambahan
modal disetor tersebut..f;

I
£

surat saham
, Pasal 6

1. Semua saham yang "'dlkeluarkan oleh Perseroan adalah saham
atas nama dan, dlkeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar
dalam DaftarfPemegang Saham.

2. Bukti pem'illkan saham dapat berupa surat saham.

3. Dalam hal Pérseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan
saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan
yang dikeluarkan oleh Perseroan.

4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham
diberi sehelai surat saham.

5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2
(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

!?ﬁ

Saham
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6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
.nama dan alamat pemegang saham;
. nomor surat saham;
. nilai nominal saham;
.tanggal pengeluaran surat saham; -
.tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
.nama dan alamat pemegang saham; o
.nomor surat kolektif saham;
. nomor surat saham dan jumlah saham;
. nilai nominal saham;

[ = N o B o i« 1)

.tanggal pengeluaran surat kolektif saha‘m

,}

™ 0O o0 oo

. tanda pengenal sebagaimana ak dvlltentukan oleh Direksi.

8. Surat saham dan atau surat<kolektif saham harus dicetak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
di Indonesia dan ditandatangani-oleh seorang anggota Direksi bersama-
sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan
tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif
saham yang bersangkutan

9. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektlf pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan atau pada Bank Kustodian
(khusus dalam rangka; Kontrak Investasi Kolektif), maka Perseroan
wajib menerbitkan sertlflk’at atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesalan atau pada Bank Kustodian (khusus
dalam rangka ko,mrak Investasi Kolektif), sebagai tanda buktn
pencatatan dalsm’ ‘Daftar Pemegang Saham Perseroan.

10. Konflrmasf‘fé'rtulls yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk
saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus
mencantumkan :
a.nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau

Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang

bersangkutan;
b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
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c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;

d.jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi
tertulis;

€. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan
klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan
antara satu dengan yang lain.

11. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada
Anggaran-Dasar dan kepada semua keputusan yan“ ~diambil dengan
sah dalam RUPS serta peraturan perundang- unﬁ%ngan

12. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di
Indonesia berlaku peraturan perundang- undangan 'di bidang Pasar
Modal di Indonesia.

Surat saham ipengganti

1. Jika surat saham rusak atau tldakwdapat dipakai, atas permintaan
pemegang saham yang bersan utan, ‘Direksi mengeluarkan surat

2. Surat saham sebqganmana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini
harus dimusnahkan dan cleuat berita acara oleh Direksi untuk
dilaporkan dalam RUPS berikutnya.

3. Jika surat sahamghilang, atas permintaan tertulis pemegang
saham yang bersangkutan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti
setelah Perseroan mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian
Republik Indonesﬂnamatas hilangnya surat saham tersebut dan dengan
jaminan yang‘dupandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
khusus, =

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang
terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku peraturan perundang-
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undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa
Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan,
sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham
Perseroan dicatatkan.

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat 1, 2, 3,
4, 5 dan ayat 6 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagl pengeluaran
surat kolektif saham pengganti. ™

Penitipan kolektfi.’f;
Pasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Lembaga Penylm' inan dan Penyelesaian untuk
kepentingan segenap pemegang rekenmg"pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian,

2. Saham dalam Penitipan- Kolektlf pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek yang dicatat dala[n rekening Efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek untuk kepentingan segenap pemegang rekenmg
pada Bank Kustodian atau‘Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
merupakan bagian darvportofollo Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dan'tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan
mencatatkan sah gtersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
atas nama Bank’Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis

kepada Lembaga Penyimpanan dan . Penyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

13
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5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas
nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh LembagagPenylmpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Pé serhan atau Biro
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. &

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank-Kustodian atau
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang
rekening sebagai tanda bukti pencatatanwdalam srekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dar| jenis dan klasifikasi
yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan ‘ng zain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila saham tersebut h|Iang -atau musnah, kecuali pihak
yang meminta mutasi dlmaksudzdapat memberikan buktl dan atau
jaminan yang cukup bahwa plhak ‘tersebut benar-benar sebagai
pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang
atau musnah.

9. Perseroan wajib meno akzibencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita
berdasarkan Penetapan Pengadllan atau disita untuk pemeriksaan
perkara pidana. g

10. Pemegangufekemng Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan
Kolektif berhgk; hadir dan atau mengeluarkan suara dalam RUPS
sesuai dengan’ nglah saham yang dimilikinya pada rekening Efek
tersebut. o~

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan
daftar rekening Efek beserta jumiah saham Perseroan yang dimiliki
oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan
selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS,

14
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12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara
dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa .Bank Kustodian tersebut
wajib menyampaikan nama Manajer Investasuf tersebut kepada
Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumxpanggllan RUPS.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividenjsa am bonus atau
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saha[n dalam Penitipan Kolektif

b '..m.

Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut mer‘i‘yerahkan dividen, saham
bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodlan ‘dan kepada Perusahaan
Efek untuk kepentingan masing- masmg&pemegang rekening pada
Bank Kustodian dan Perusahaan Ef, ersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau
hak-hak lain sehubungan dengan pemllnkan saham kepada Bank
Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif dan-tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penylmpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak
untuk memperoleh dwiden saham bonus atau hak-hak lainnya
sehubungan dengan pemullkan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan
oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan
Efek wajib meE@mpalkan daftar. pemegang rekening Efek beserta
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang
rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
selambatnya pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau
hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan
selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar
penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen,
saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
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Pemindahan hak atas saham
Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham,
pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama
dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam, Daftar Pemegang
Saham Perseroan, dengan memperhatikan p%atuggg% perundang-
undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indofiesia i3 di mana saham
Perseroan dicatat.

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta
pemindahan hak yang ditandatangani oleh-yang’ ‘memindahkan dan
yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau
berdasarkan lain-lain surat yang cukUp membuktikan pemindahan
hak itu menurut pendapat Durel‘;siptanpa mengurangi ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini.

3. Akta pemindahan hak - ‘atau Iam lain surat sebagaimana
dimaksudkan dalam ayat 2 Pasarlm harus berbentuk sebagaimana
ditentukan dan atau yang dapat ditérima oleh Direksi dan salinannya
disampaikan kepada Perégeroan .dengan ketentuan bahwa dokumen
pemindahan hak atas sah“g Jyang tercatat pada Bursa Efek di
Indonesia harus memenuh’n peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Mgdal dl Indonesia termasuk peraturan yang
berlaku pada Bursa’ E‘f,ek i Indone5|a di mana saham Perseroan
dicatat. Y

¥

4, Pemlndahan ;hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif dilakdlkan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang
satu ke rekening~=Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar
Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif
saham yang bersangkutan.

TwameL L
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Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi
bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau kuasa
mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk
oleh Direksi.

7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendlrl dan dengan
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan
pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dupenuhl atau apabila
salah satu dari persyaratan dalam pemindahan sah"‘“ﬁf‘ﬁidak terpenuhi.

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan\pemmdahan hak
atas saham, maka Direksi wajib mengirim pembentahuan penolakan
kepada pihak yang akan memindahkan - haknya selambatnya 30
(tiga puluh) hari setelah tanggal permohonarj untuk pendaftaran itu
diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan
yang tercatat di Bursa Efek di Indo 3 ia, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di- bi ngasar Modal di Indonesia.

9. Daftar Pemegang Saham harus- ditutup pada 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal iklan ‘pemanggilan untuk RUPS, untuk
menetapkan nama para pemegang:$aham yang berhak hadir dalam
Rapat yang dimaksud. ,

10. Setiap orang yang:m peroleh hak atas suatu saham karena
kematian seorang pemegang:saham atau karena suatu alasan lain
yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum,.
dengan menga)ukaﬁ?permohonan secara tertulis dan melamparkan
bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh  Direksi, akan
didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut.

Pendaftara ,ﬁhanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima
dengan baik b0 t| peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan
dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal di Indonesia. ,

11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran
Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan
pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula
secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut
ayat 10 Pasal ini.
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Direksi
Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri
dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan
sebagai berikut :
a.seorang Presiden Direktur;

b. seorang Wakil Presiden Direktur; dan
c. seorang Direktur atau lebih.

Perseroan wajib memiliki sedikitnya seorang Dnrektur Independen
dari jajaran anggota Direksi yang memenuhi. persyaratan sesuai
peraturan yang berlaku.

Anggota Direksi diangkat dari Warga Negara Indonesia dan atau
Warga Negara asing yang memenuh| persyaratan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlak{: d i“peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. e,

Pencalonan anggota Direksi dapat dlusulkan oleh 1 (satu) pemegang
saham atau lebih yang bersamassama mewakili sedikitnya 10%
(sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah dan usul tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi
selambatnya 7 (tujuh) hari: sebelum tanggal panggilan RUPS.

2. Anggota Direksi dlangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu
sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka
sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal

,,,,,

memberhentlkg

Anggota Direksi
diangkat kembali*

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau
semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180
(seratus delapan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar.

a sewaktu waktu.
yang masa jabatannya telah berakhir dapat

18
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Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur dalam
ayat 1 Pasal ini terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS
untuk mengisi lowongan tersebut dan lowengan itu dapat diisi dalam
RUPS Tahunan yang berikutnya.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi-yang
diberhentikan berdasarkan ayat 2 Pasal ini atau untuk mengisi
lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota
Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktiryang merupakan
sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang-amasm menjabat.

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan, _anggota Direksi
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh ‘anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan: :Komisaris.

5. Anggota Direksi berhak mengundurl(an diri dari jabatannya
dengan menyampaikan permohonan untuk itu:$ecara tertulis kepada
Perseroan sedikitnya 30 (tiga pquh) han sebelum tanggal pengunduran
dirinya.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri-anggota Direksi dalam' jangka waktu
selambatnya 90 (sembilan puluh) ‘hari setelah diterimanya surat
pengunduran diri.

Dalam hal Perseroan t|dak menyelenggarakan RUPS dalam ]angka
waktu sebagaimana dlmaksud di atas, maka dengan lampaunya
kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi men]ad|
sah tanpa memerluka ersetujuan RUPS.

Dalam hal anggot Direksi mengundurkan diri sehingga
mengakubatkan,,,JumIah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga)
orang, maka pewgﬁduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan
oleh RUPS dan® diangkat anggota Direksi yang baru sehingga
memenuhi persydfatan minimal jumlah anggota Direksi.

6. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan atau penggantian
anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika': :

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 Pasal ini;
b. masa jabatannya telah berakhir;
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c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
d. meninggal dunia;.
" e.diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan wewe'nang Direksi
Pasal 11

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan-dj luar Pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadiangméngikat Perseroan
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroaﬁrsg;ta menjalankan
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatas ahwa untuk :
a.meminjam uang atas nama Perseroan atau meminjamkan uang

milik Perseroan, masing-masing_ iuntuk ]umlah yang melebihi

batasan jumlah yang d|tetapkan,oleh Rapat Dewan Komlsarls

Perseroan;

b. mengikat Perseroan sebagai pen]amm (borg atau avalist) yang
mempunyai akibat keuangan. melebihi batasan jumlah yang
ditetapkan oleh Rapat Dewan” Kpmusans Perseroan;

¢. melepaskan dan atauﬁmenjammkan aktiva tetap (fixed asset)
Perseroan; Ai

d. mengambil bagian balk sejaaglan maupun seluruhnya atau ikut
serta dalam Pers\eroan atau badan lain atau menyelenggarakan
perusahaan baru,iﬁ W

e.melepaskan*sebaguan atau seluruhnya penyertaan Perseroan

dalam pergle‘ an atau badan lain;

elepaskan hak atau menjaminkan harta kekayaan

Perseroan yang” jumlahnya kurang dari apa yang ditetapkan
dalam ketentuan ayat 2 di bawah ini.
harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang
bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

2. Untuk pelaksanaan transaksi atau perbuatan hukum vyang
merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi
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Material termasuk tindakan untuk mengalihkan atau menjadikan
jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari
50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Pérséroan
dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama-lain
maupun tidak, maka transaksi atau perbuatan hukum tersebut
wajib dilakukan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan
yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenal Transaksi
Material. .

3. Untuk menjalankan perbuatan hukum be(u penggabungan,
peleburan atau pengambilalihan Perseroan, pemiisahan Perseroan,
pengajuan permohonan agar Perseroan dmyatakan pailit, perpanjangan
jangka waktu berdirinya Perseroan maupun® p;gqbubaran Perseroan,
Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagafmana diatur dalam
Pasal 21 ayat 10 di bawah ini.

4. Untuk menjalankan perbuatan: u}kum berupa transaksi yang
memuat benturan kepentingan ekonomns pribadi anggota Direksi,
Dewan Komisaris atau pemegang: saham ., dengan kepentingan ekonomis
Perseroan, Direksi memerlukan pj setujuan RUPS berdasarkan suara
setuju terbanyak dari pemegang®saham yang tidak mempunyai
benturan kepentingan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 9
di bawah ini.

5. Dua orang anggota Dlreksu secara bersama -sama berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Dll'ekSI serta mewakili
Perseroan. \e- :

6.a. Seorang anggota Dll’ekSI tidak berwenang mewaklh Perseroan
apablla {]"\

i. terdapat perkara d| pengadnlan antara Perseroan dengan anggota

Direksi yang befsangkutan;

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

iii.anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat 4 di bawah ini, terhitung sejak
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai
dengan :
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1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan
pemberhentian sementara tersebut; atau
2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat 6 di bawah ini.
b. Yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyau benturan
kepentingan dengan Perseroan;
ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggo
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau®

iii.pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dajﬁamk hal seluruh anggota

Direksi atau Dewan Komisaris mempunyaybenturan kepentingan

dengan Perseroan. .

7. Pembagian tugas dan weweqang setnap anggota Direksi
ditetapkan oleh RUPS dan apabila RUPS ‘tidak menetapkan, maka
pembagian tugas dan wewenang “anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi; .,

Rapat Direksi
Pasal 12

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala
sedikitnya 1 (satu).. Jggll dalam setiap bulan dan dapat diadakan
setiap waktu atas hal- hal %ebagai berikut :

a. apabila dlparlgang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permi taany tertuhs dari seorang atau lebih anggota Dewan

Komisaris; Gtau .
¢. atas permmtaaﬁ"'{ertulls dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang

saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)

atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan
Pasal 11 ayat 5 di atas.
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3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota
Direksi dengan mendapat tanda terima selambatnya 3 (tiga) hari
sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal Rapat.

4. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu,
tempat dan mata acara Rapat serta bahan acara Rapat disampaikan
kepada peserta Rapat selambatnya sebelum Rapa daselenggarakan

A

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudtikan Perseroan atau
tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apablla .semua anggota
Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat Dll‘ekSl dapat dnadaka' dismanapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah danfmenglkat :

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden
Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, Rapat Dlreksrdlplmpm oleh seorang anggota
Direksi yang dipilih oleh dan darl antara‘anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi" dapat diwakili dalam Rapat Direksi
hanya oleh anggota Direksi lainnya“berdasarkan surat kuasa:

8. Rapat Direksi adalab:sah dan berhak mengambil keputusan:yang
mengikat apabila lebih darii1/2: (satu per dua) dari jumlah anggota
Direksi yang sedang menjabat, hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rap tDweksn harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Apa lla “tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan pemu)gutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya
lebih dari 1/2 (sa;u per dua) dari jumlah suara yang sah yang
dikeluarkan dalam’ Bapat

10. Apabila sudtd yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,
Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara

23

S e es e i et e A



B3I PERSEROAN TERBATAS

mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Direksi lain yang
hadir.

¢. Suara abstain (tidak memberikan suara) dan suara yang tidak
sah dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
anggota Direksi yang mengeluarkan suara.

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan.diputuskan dalam
Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. e

Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis*yang ditunjuk
oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat-.dibacakan dan
dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat kemudian ditandatangani
oleh seluruh anggota Direksi yang hadnrvdala(mJRapat dalam hal
terdapat anggota Direksi yang tidak menandgtangam Risalah Rapat
Direksi, yang bersangkutan wajib menyebubkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang, dilekatkan pada Risalah Rapat
Direksi. Risalah ini merupakan bu \g sah untuk para anggota
Direksi dan untuk pihak ketiga mengenau keputusan yang diambil
dalam Rapat yang bersangkutan

Apabila Risalah dibuat oleh Notams penandatanganan demikian
tidak disyaratkan. Hal tersebut juga berlaku bagi Rapat Direksi
yang dilakukan bersamaan, dengan Dewan Komisaris.

13. Direksi dapat juga mengambll keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi
telah diberitahu secara Ltertulls dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenaj. “usul yang diajukan secara tertulis dengan
menandatanganl persetujuan tersebut.

Keputusan yang:diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksi.

14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan
Dewan Komisaris secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4
(empat) bulan.

15. Direksi harus menjadwalkan Rapat sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum
berakhirnya tahun buku.
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Komisaris
Pasal 13

Dewan

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota
Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :

a.seorang Presiden Komisaris; '
b. seorang Wakil Presiden Komisaris; dan
c. seorang Komisaris atau lebih.

Perseroan wajib memiliki Komisaris Indepen el sednkutnya 30%
(tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. .

2. Dewan Komisaris diangkat dari Warga.Negara Indonesia dan
atau Warga Negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan
perundang-undangan. B

Pencalonan anggota Dewan Komlsa 5 dapat diusulkan oleh 1
(satu) pemegang saham atau lebi §”bersama-sama mewakili
sedikitnya 10% (sepuluh persen) dart jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima secara tertulis
oleh Direksi selambatnya 7 ( tu;uh) nari sebelum tanggal panggilan
RUPS. '

3. Anggota Dewan Kormsans:duangkat oleh RUPS untuk jangka
waktu sejak tanggal yang dltentukan pada RUPS yang mengangkat
mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal
pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya “sewaktu waktu.

Anggota Dewan Komisaris yang masa- Jabatannya telah berakhir
dapat dnangkat kembah

4. Jika oleh’ suatg}sebab Jabatan anggota Dewan Komisaris lowong,

maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan-puluh) hari setelah
terjadinya lowongan, harus disélenggarakan RUPS untuk mengisi
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan
Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal ini atau
untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan
anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka

‘.w
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waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris
yang masih menjabat.

Dalam hal jumlah minimal anggota Dewan Komisaris sebagaimana
diatur dalam ayat 1 Pasal ini terpenuhi, maka tidak diperlukan
adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dan lowongan itu
dapat diisi dalam RUPS Tahunan yang berikutnya.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan:se ikitnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya:...

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka
waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) har| setelah diterimanya
surat pengunduran diri. .

Dalam hal Perseroan tidak menyequggarakan RUPS dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud di “atas, maka dengan lampaunya
kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
menjadi sah tanpa memerlukangpersetu;uan RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang
dari 3 (tiga) orang, maka: pengunduran diri tersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh RUPS ,dan telah diangkat anggota Dewan
Komisaris yang baruy, sehlngga ‘memenuhi persyaratan minimal jumlah
anggota Dewan Komlsans

6. Usulan pengangkatan pemberhentian dan atau penggantian
anggota Dewan -Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan
rekomendasi ?darr;Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan
fungsi nominasi. -

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 Pasal ini;
b. masa jabatannya telah berakhir;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;

d. meninggal dunia;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
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Tugas dan wewenang Dewan Komisaris
Pasal 14

1. Dewan Komisaris melakukan-pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai
Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi.nasihat kepada
Direksi.

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam ker_]a kantor Perseroan
berhak memasuki bangunan dan halaman ataum‘terﬁpat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dai-berhak memeriksa

semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ‘memeriksa dan-

mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain-serta berhak untuk
mengetahui segala tindakan yang telah dualanﬂan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi -wajib untuk memberikan
penjelasan tentang segala hal yang dltanyakan oleh Dewan Komisaris.

4, Rapat Dewan Komisaris setiap. waktu berhak memberhentikan
untuk sementara waktu seorang atat-lebih .anggota Direksi dari
jabatannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan
dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang
mendesak bagi Perseroan .

5. Pemberhentian sementaraitu harus dlbentahukan secara tertulis
kepada yang bersangkutan dengan dlsertal alasan dari tindakan
tersebut. g

6. Dalam jangka waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) harn
sesudah pemberhentlan sementara itu, Dewan Komisaris wajib
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau meriguatkan keputusan
pemberhentian” sementara tersebut, . sedangkan "kepada anggota
Direksi yang diberhentikan sementara itu dlberl kesempatan untuk
hadir guna membela diri.

Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan
puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu atau RUPS tidak
dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut
menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali
jabatannya.
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7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara
oleh Dewan Komisaris dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan
untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan
Dewan Komisaris. ,

8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Qg;\aan Komisaris,
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada‘aniggota Dewan
Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pu‘la.,l;;taginya.

Rapat Dewan Komisaris
Pasal 15 %/ ~

1. Rapat Dewan Komisaris wa]""i‘b,diad’ékan secara berkala
sedikitnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua)zbidan,

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di atas,
mutatis mutandis berlaku bagi-Rapat Dewan Komisaris.

Rapat umum pemegang saham
.~ Pasal 16

1. RUPS adalah : e

a.RUPS Tahunan; . ,

b. RUPS lainnya yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
Perseroan, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS
Luar Biasa.~~
2. Istilah RUPS™ dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,

yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas
ditentukan lain.

Rapat umum pemegang saham tahunan
Pasal 17

1. RUPS Tahunan diselenggarakan oleh Direksi tiap tahun,
selambatnya 6 (enam) bulan setelah ditutupnya tahun buku Perseroan.
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2. Dalam RUPS Tahunan :

a. Direksi wajib mengajukan Laporan Keuangan Tahunan untuk
mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS.

b. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan
dan jalannya Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

c. Direksi wajib menyampaikan rencana pengguna"ar‘l" laba Perseroan.

d. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS,-penthnjukan kantor
akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(selanjutnya disebut “0JK”) sebagaimana diusulkan oleh Dewan -
Komisaris. St

e.Jika perlu, dilakukan pengangkatan para“ anggota Direksi dan
para anggota Dewan Komisaris Perseroan:

f. Direksi dapat mengajukan hal-hal laif:demi kepentingan Perseroan
sesuai dengan ketentuan Angg‘aT@n“Dafsar.

3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan
oleh RUPS Tahunan berarti me'ﬁbpg;_ikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yangilalu, Sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan da Laporan Keuangan, kecuali perbuatan
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

j-‘i”li:.i:ii}.‘r;j‘,:' -
Rapat umumsy pemegang saham luar. biasa
Pasal 18 ’

1. RUPS ; Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata
acara Rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar.

2. a. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas
permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak. suara yang sah.
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b. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada
pemegang saham dalam jangka waktu selambatnya 15 (lima belas)

hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS.

Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas diterima
Direksi.

c. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS
sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas, ;jpemegang saham
dapat mengajukan kembali permintaan penyelengga an RUPS kepada
Dewan Komisaris.

d. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar
Biasa kepada pemegang saham dalam Jangka waktu selambatnya 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permlntaan penyelenggaraan
RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud" dalam butir ¢ di atas
diterima Dewan Komisaris. £

e. Permintaan penyelenggaraanquPS, sebagalmana dimaksud
dalam butir a dan butir ¢ harus
(i) dilakukan dengan itikad baJk
(ii) mempertimbangkan kepentmgan Perseroan;
(iii) merupakan permlntaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
(iv)tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar Perseroan; dan
(v) disampaikan dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-
hal yang hendak'd»blcarakan berikut bahan terkait disertai
alasannya. “':“_i
3. Dalam hal* Dll’ekSl atau Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumumaanUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2 butir'c dan butir d, Direksi atau Dewan Komisaris
wajib mengumumkan :
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir a; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ini dilakukan
dalam jangka waktu selambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya
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permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagalmana
dimaksud dalam ayat 2 butir b dan butir d.

4, Pengumuman sebagalmana dlmaksud dalam ayat 2 di atas
sedikitnya melalui :

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesna yang berperedaran
nasional;

b. situs web Bursa Efek; dan A

C. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesna 4 i
dengan ketentuan bahasa asing yang dngunak@n Sel

Inggris.

5. Dalam hal Dewan Komisaris tidak. melakukan pengumuman’
RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud: dalam ayat 2 butir d di
atas, pemegang saham sebagaimana dlmaksud dalam ayat 2 butira
di atas dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS
Luar Biasa kepada Ketua Pengadllan Nggegl yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian
izin diselenggarakannya RUPS  Luar Biasa.

6. Pemegang saham sebagalmana dimaksud dalam ayat 2 butir a
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu
sedikitnya 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan
RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan
oleh Pengadilan.

bahasa asing,
kitnya bahasa

Tempat, pemberl_tahuan pengumuman dan

pemanggilan rapyat umum pemegangsaham
:  Pasal 19

1. RUPS diada n d| tempat kedudukan Perseroan atau di tempat
Perseroan melakukan kegiatan usaha.utama atau ibukota Provinsi
tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan
dicatatkan.

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampalkan pemberitahuan
mata acara RUPS kepada OJK selambatnya 5 (lima) hari kerja
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman RUPS.
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Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib
menyampaikan perubahan mata acara tersebut kepada 0JK
selambatnya pada saat pemanggilan RUPS.

3. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS,
pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus
mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan
pemanggilan RUPS, sedikitnya melalui :

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesua yang berperedaran
nasional;

b. situs web Bursa Efek; dan

C. situs web Perseroan, dalam bahasa Ind,opesua dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang digur gkan sedikitnya bahasa

Inggris; ke

dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal
pemanggilan RUPS.

4. Pemanggilan RUPS harus dllakukan sedlkltnya 21 (dua puluh
satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal“RUPS

Pemanggllan untuk RUPS harus disampaikan kepada para pemegang

a.l (satu) surat kabar harnan’berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional;

b. situs web Bursa Efek,mdan

c. situs web Perseroan;’ ‘dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan sedikitnya bahasa
Inggris. ¢ "
5. Pemanggllan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu,

tempat, ketentuan: pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS

dan mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara

tersebut, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan

dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan, mulai dari

hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan

bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23
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ayat 4 di bawah ini telah tersedia di kantor Perseroan terhitung
sejak tanggal pemanggilan RUPS dan bahwa salinan dari laporan
posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif dari tahun buku
yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan
tertulis dari pemegang saham.

6. Usul pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS
apabila :

a.usul yang bersangkutan telah diajukan sega,r !;ertulls kepada
Direksi oleh seorang atau lebih pemegang sal ‘Fri"yang mewakili
sédikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari keseluruhan jumlah
saham dengan hak suara yang sah; ’
b. usul yang bersangkutan telah diterima olehDueksn selambatnya 7
(tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUP§yang bersangkutan;.
¢. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung
dengan usaha Perseroan; dan . .
d. usulan mata acara RUPS sebagaumana dimaksud dalam butir b di
atas harus :
(i) dilakukan dengan ntlkad baJk
(if) mempertimbangkan kepentmgan Perseroan;
(iii) menyertakan alasan, danbahan usulan mata acara RUPS;
(iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan :
dan

(v) merupakan mhta -acara yang membutuhkan keputusan
RUPS. 3 :

lepungan risalah dan ringkasan risalah

4
%,

rapgﬁ‘ umum pem‘égang saham
Pasal 20

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, jika tidak ada seorangpun
anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan karena
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk
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oleh Direksi, jika tidak ada seorangpun anggota Direksi yang hadir
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh
dan diantara pemegang saham yang hadir dalam RUPS. :

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan
Komisaris lainnya yang t|dak mempunyai benturan"kepentlngan yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semtafanggota Dewan
Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin
oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal salah seorang anggota Direksi yangxdltun]uk oleh Direksi
mempunyai benturan kepentingan atas hal,, yang akan diputuskan
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi
lainnya yang tidak mempunyai benturan _kepentingan.

Apabila semua anggota Direksi mempunyal benturan kepentingan,
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan
pengendali yang ditunjuk olehﬁmayorltas pemegang saham lainnya
yang hadir dalam RUPS.

2. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya
untuk hadir dalam RUPS, sesua| dengan persyaratan yang ditentukan
oleh Direksi atau Dewan Komlsarls pada waktu pemanggilan RUPS,
dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di
Indonesia, harus mepgindahkan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal d| Indonesua

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS
dibuat risalah’ RUPS oleh Notaris dan ringkasan risalah RUPS.

Risalah RUPS‘tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua
pemegang saham‘dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

4. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
wajib diumumkan kepada masyarakat sedikitnya melalui :

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional;
b. situs web Bursa Efek; dan

34

PERSEROAN TERBATAS ' TIL

c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan sedikitnya bahasa
Inggris.

5. Ringkasan risalah RUPS sebagalmana dimaksud dalam ayat 4
wajib diumumkan kepada masyarakat selambatnya 2 (dua) hari
kerja setelah RUPS diselenggarakan. -

Kuorum, hak suara dan ke‘putusan
Pasal 21

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kecuall apablla ditentukan
lain dalam Anggaran Dasar. ’

b. Dalam hal kuorum sebagavlmana dlmaksud dalam ayat 1 butira
tidak tercapai, maka dapat diadakan- pemanggllan RUPS kedua.

¢. RUPS kedua dnselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan selambatnya 21 (dua puluh ‘satu) hari terhitung sejak RUPS
pertama, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan
untuk RUPS pertama, kecuah mengenai persyaratan kuorum
sebagaimana ditetapkan dalam butlr d dan pemanggilan harus dilakukan
selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tanpa
perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan disertai dengan
informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak
mencapai kuorym. "

d. RUPS kedu adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat; pa bila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya
yang sah yang méwakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali apabila
ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai,
atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk
mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan
RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.
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2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain
atau orang lain dengan surat kuasa.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak
mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan
kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS
yang bersangkutan. ‘

Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili
pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS-diadakan.

3. Dalam RUPS, tiap saham memberlkan hak kepada pemiliknya -

untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

4, Dalam penetapan jumlah kuorum RUPS; saham dari pemegang
saham yang diwakili oleh anggota Direksj, anggota Dewan Komisaris
dan karyawan Perseroan selaku kuag@ pemegang saham turut dihitung,
akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang
saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara
lisan, kecuali apabila Ketua. Rapat: gnenentukan lain tanpa ada keberatan
dari 1 (satu) atau lebil’ pemegang saham yang hadir dalam RUPS,
yang bersama-sama mewakili'sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari
jumlah seluruh saham de?gan hak suara yang sah.

6. Dalam pemungutan Suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang
saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang
saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
kuasa untuk sebaglan dari jumlah saham yang dimilikinya dengan
suara yang berbedd.

7. Pemegang saham dengan hak suara yang sah, yang hadir
dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.
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Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS, kecuali dalam Undang Undang atau Anggaran
Dasar ditentukan lain.

9. a. Keputusan RUPS berkenaan dengan transaksi yang mempunyai
benturan kepentingan sebagaimana yang dlmaksud dalam Pasal 11
ayat 4 di atas, harus diambil dalam RUPS yang khasus. diadakan untuk
keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang"ﬁisgﬂham independen
yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan
atas transaksi tersebut (selanjutnya disebut "Pemegang Saham -~
Independen”), yang memiliki lebih dari 50%: (llma puluh persen) dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah “yang dimiliki seluruh
Pemegang Saham Independen dan keputusan tersebut diambil berdasarkan
suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih
dari 50% (lima puluh persen) dari )umlah “seluruh saham dengan hak
suara yang sah, yang dimiliki oleh seluruh-Pemegang Saham Independen.

b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham
utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai
benturan kepentingan dengan transaksi yang d|putuskan tidak berhak
mengeluarkan saran atau pendapat

¢. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentlngan
dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan
yang diambil oleh Pemegang -Saham Independen yang tidak mempunyai
benturan kepentingany

d. Jikalau kuorum sebagalmana dimaksud dalam ayat 9 butir a
Pasal ini tidak. tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua dan
RUPS kedua adalah’ sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham
Independen yang"hemlllkl lebih dari 50% (lima puluh persen) dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dimiliki oleh
Pemegang Saham Independen, dengan tetap tidak mengurangi
ketentuan ayat 1 Pasal ini dan keputusan diambil berdasarkan suara
setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham dengan
hak suara yang sah, yang dimiliki Pemegang Saham Independen
yang hadir dalam RUPS.
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e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan
Perseroan, RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham
Independen dari saham dengan hak suara yang-sah dalam kuorum
kehadiran yang ditetapkan oleh OJK dan keputusan diambil berdasarkan
suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham
dengan hak suara yang sah, yang dimiliki Pemegang Saham Independen
yang hadir dalam RUPS.

10. RUPS untuk menyetujui pengalihan kekayaan Perseroan atau
dijadikannya kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang, yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan
bersih Perseroan dalam satu transaksi atau’ lebih, baik yang berkaitan
satu sama lain maupun tidak, penggabUngan peleburan,
pengambilalihan, pemisahan, penga]gan permohonan agar Perseroan
dinyatakan pailit dan pembubara i ,kukan dengan ketentuan
sebagai berikut : ' r
a. RUPS dihadiri oleh pemegang, ' saham- yang mewakili sedikitnya 3/4

(tiga per empat) bagian damgjumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah dan keputusaniadalah sah jika disetujui oleh

lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadix dalam "RUPS.

b. Apabila kuorum yang dumaksud dalam ayat 10 butir a Pasal ini
tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua dan
RUPS kedua adalahhsah bila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili sedikitnya. 2/3 ‘(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah dan keputusannya disetujui
lebih dari 3!" tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara 'ya‘ng hadir dalam RUPS.

¢. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai,
atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara
untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu
penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.

11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama
pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi
syarat sebagai berikut :
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a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung
dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan

b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham
yang secara bersama-sama memiliki-sedikitnya 10% (sepuluh
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan

¢. menurut pendapat Ketua Rapat usul itu dianggap berhubungan

langsung dengan usaha Perseroan.
Pengubahan anggaran udasar

Pasal 22

axd
oL
s

1. Pengubahan Anggaran Dasar selgm ---- enambahan modal
ditempatkan dan modal disetor ditetapkan® oJe “RUPS yang dihadiri
oleh Pemegang Saham yang mewakili sedlkltnya 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
keputusannya adalah sah jika disetujui ‘oleh lebih dari 2/3 (dua per
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS.

Khusus untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam
batas modal dasar, keputusan RUPS adalah sah apabila dilakukan
dengan kuorum kehadirap. lebihdari 1/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dan jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan. \?&y\\

2. Dalam hal kuort{m kehadlran sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 Pasal |n| tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

3. RUPS kedu «dalam rangka pengubahan Anggaran Dasar selain
mengenai pena@mban modal ditempatkan dan modal-disetor adalah
sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri atau diwakili
sedikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS.

Khusus untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam
batas modal dasar, keputusan RUPS kedua adalah sah apabila
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dilakukan dengan kuorum kehadiran sedikitnya 1/3 (satu per tiga)
bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

4. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan
dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal hartis“diberitahukan
secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan.dan diumumkan
oleh Direksi dalam. 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang terbit dan atau beredar .secara luas di tempat
kedudukan Perseroan, dalam waktu 7 (tu1u ) hari terhitung sejak
tanggal keputusan RUPS tentang pe.,r,l“gurangan modal tersebut.

ashun buku

Rencana kerjag
%

dan laporan “tahunan

1. Direksi wajib membuat dan’ menyampaikan rencana kerja
yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan
Komisaris untuk mendapatpersetUJuan sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus
disampaikan selambatnya .30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya
tahun buku yang akanfdatang

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir
bulan Desemben* tlap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di
kantor Perseroan untuk dapat-diperiksa oleh para pemegang saham
terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

5. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan
dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya pada akhir bulan
ketiga setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.
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Penggunaan laba dan pembagian dividen
Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif
yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan
oleh RUPS tersebut.

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai “den a:n kemampuan
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yangadlambll dalam
RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu -
pembayaran dan bentuk dividen dengan mempe;hatnkan ketentuan-
ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesna di mana saham-
saham Perseroan dicatat.

Dividen untuk satu saham harus; ﬁbayarkan kepada orang atas
nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari
RUPS dalam mana keputusan untuk _pembagian dividen diambil.

Hari pembayaran harus dlumumkan oleh Direksi kepada semua
pemegang saham. :

Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada
pemegang saham yang berhak selambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah dlumumkangy :rlvngkasan risalah RUPS yang memutuskan
pembagian dividen tug K

Pasal 20 ayat 4 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman
tersebut. B

3. Dengan memgerhltungkan pendapatan Perseroan pada tahun
buku yang bersaiigkutan dari- pendapatan bersih seperti tersebut
dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif
yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak
Penghasilan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat dltutup dengan dana cadangan, maka
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kerugian itu. akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

5. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim berdasarkan
keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan
keputusan tersebut harus dilaporkan dalam RUPS Tahunan yang
berikutnya. )

Penggunaan cadan”ﬁ{é\n. -
Pasal 25

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagnan*lab’a bersihnya untuk
cadangan, sampai cadangan mencapauumlah*ZO% (dua puluh persen)
dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan cadangan
tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak
dapat ditutup dengan cadangan lain.._

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua
puiuh persen) dari jumlah modSl‘*ﬂltempatkan dan disetor Perseroan,
RUPS dapat memutuskan agar ]umlah kelebihannya digunakan bagi
keperluan Perseroan. i

dlgunakan untuk menutup keruglan dan jumlah cadangan yang melebihi
jumlah sebagaimana.dimaksud dalam ayat 2 yang penggunaannya
belum ditentukan oleh UPS harus dikelola dengan cara yang tepat
menurut pertimbangan Dlreksu setelah memperoleh persetujuan Dewan
Komisaris serta dengan memperhatlkan peraturan perundang-undangan.

AvPeraturan penutup
Pasal 26

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini
berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan
perundang-undangan lainnya.

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.
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Para penghadap tuan Gautama Hartarto, Master Of Arts dan tuan
Jusup Agus Sayono bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana
tersebut di atas, menerangkan dengan ini memberikan kuasa substitusi
kepada pegawai kantor Notaris dan : :

baik masing-masing maupun bersama-sama untuk mengurus
pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,_ serta mendaftarkan
pada Daftar Perusahaan dan untuk maksud¢ tersebut melakukan
pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaamanapun yang
diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia agar dapat dlsetU]l]I idan atau diterimanya
pemberitahuan pengubahan anggaran dasar tersebut demikian dengan
memperhatikan ketentuan peraturan: perundang undangan.
Akhirnya para penghadap tuan Gautama Hartarto, Master Of Arts
dan tuan Jusup Agus Sayono bertindak dalam kedudukan mereka
tersebut, menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas
para penghadap sesuai tanda" pengenal yang disampaikan kepada
saya, Notaris dan bertanggung ]awab sepenuhnya atas hal tersebut
dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan
memahami isi akta ini. = .

Para penghadap saya, Notans kenal

Dem:ikianlah akta ini

Dibuat sebagai m}”huta dan dllangsungkan di Jakarta pada hari
dan tanggal kepala akta ini dengan dihadiri oleh :

1.Nona R|ta‘ Arini. Apriliani Erlina, Sarjana ‘Hukum, Magister
Kenotanatan; hn’r di Bekasi, pada tanggal tigabelas Apnl seribu
sembilanratus delapanpuluh lima (13-04-1985), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Abdul Halim
Nomor 48, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan
Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275085304850007;

2. Nona Elly Elfrida Orpho Manurung, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus delapan
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puluh (17-04-1980), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Depok, Jalan Melur Nomor 26 Komplek AL, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 004, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere,
Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3276045704800009;
untuk sementara keduanya berada di Jakarta; 1
kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. |
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya%%l %@s kepada Para
Penghadap dan saksi-saksi dan para penghadap- membubuhkan sidik
ibu jari tangan kanan pada lembaran tersendiri*dihadapan saya,
Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka
seketika dltandatanganllah akta ini oleh ,ra'f ‘penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris. E
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
Asli akta ini telah ditandatangani: sebagamana mestinya.

ey
3

Diberikan sebadai salinan yang sama bunyinya.
“““ Notarls di Jakarta’ Selatan

- HILDA YULISTIAWATI, S.H.

Hak Cipta dilindungi Undahg-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARARI
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